
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR C6 TAHUN:1988 SEREP NO.6
PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 

di Bidang Penambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 

dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pe­

merintahan dan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan 

berhasil guna khususnya yang menyangkut sebagian urusan di 
bidang pertambangan, maka di Jawa Tengah perlu adanya Di­

nas Pertambangan;
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NOMOR :6 

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

TAHUN:1988 SERI:D 
PERATIJRAN DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR : 9 TAHVN 1988 

TENTANG 

PEMBENTUIAN ORGANISASI DAN TATAIERJA 
DINAS PERT AMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH · 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Meni■bang a bah.wa sebapi tindak lanjut Peratwan Pemerintah Nomor 37 
Tah1m 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
dj Bidang Pertambanpn kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 
dan dalam rangka pcninp;alan kelanQU'll.fl pen)·elengpraan Pe­
mcrintahan dan PcmbafJsunan Daerah yang berdaya auna dan 
berhasil · 1una khususn,a yang mc:nyanput sebaaian wusan di 
bidang penambanpn. mata di Jawa Tcnph pcrlu adanya I)i.. 
na Penambanpn; 
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Mengingat

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dan sesuai dengan Pa­

sal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor363 Tahun 1977. maka dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Or­

ganisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah.

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk­

an Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan 

Umum Retribusi Daerah;

4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Pertambangan;

5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerah­

an Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Pertam­

bangan kepada Daerah Tingkat I;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten­

tang Bentuk Peraturan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ten­

tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja 

Dinas Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 ten­

tang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan De­

partemen Dalam Negeri.
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b. bah•·a berhubuna dengan hal tersebut dan sesuai dengan Pa­
sat 49 Undan,-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan 
Menteri Dalam Negcri Nomo r 363 Tahun 1977. makl4 dipandang 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan. Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah 
Tingl.:.at I Jawa Tenph. 

I. Undang. undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah; 

2. Undang • undang Nomor IO Tahun 1950 tentang Pembenruk­
an Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang. undang Nomor 12 Ort Tahun 1957 tentang Peraturan 
Umum Retribusi Daerah; 

4. Undang • undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketenruan­
ketentuan Pokok Pertambangan; 

5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6. Peraturan Pemerincah Nomor 29 Tahun 1986 1emang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan; 

7. Pera1uran Pemerincah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerah­
an Sebagian Urusan Pemerintahan Pusal di Bidang Pen.am­
bangan kepada Daerah Tangkat I; 

8. ·Peraturan Menaeri Dalam Negeri ,Nomor 14 Tahun 1974 Len­

tang Bcntuk Peralwan Daerah; 

9. Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ten­
tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja 
Dinas Dael'lh; 

11. Keputusan Menteri DaJam Negcri Nomor 36 Tahun 1985 ren• 
lang Pendclegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan clan 
Pernberhenlian Pepwai Neacri Sipil Dalam Ling.kungan De­
panemen Da,lam Negeri. 
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42. Keputusan Menteri Penambangan dan Energi Nomor 1396 K/ 

201/M.PE/87 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah­

an di Bidang Penambangan Bahan Galian Golongan C kepada 

Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 

TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TA­

TAKERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

c. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk "Dinas Pertambangan Propinsi Daerah 

Tingkat 1 Jawa Tengah". *
BAB III

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Penambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk 
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l 2. Keputusan Menleri Pcnambangan dan Energi Nomor 1396 Kl 
201/M.PE/871en1ang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah• 
an di Bidang Penambangan Dahan Galian Golongan C k~pada 
Pemerinlah Oaerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja\\'a Tengah. 

Dengan persetujuan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tinikat I 
Jawa Tengah. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKATI JAWA 
TENGAH TENT ANG PEMBEN11JKAN ORGANISASI DANT A· 
T AKERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH. 

BAB I 

KETE!\TUAN Ul\tUM 

PUii I 

Dalam Peraturan Daerah ini }'ang disebu1 dengan : 

a. Pemerint.ah Daerah adalah Pemerin1ah Propinsi Oaerah Tingkat I Ja•'l Tengah; 

b. Gubemur Kepala Daeri!h adalah Gubemur Kepala Daerah Tmgkat I Jav.-a Tcngah; 

c. Dinas Penambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tmgtat I Jawa 
Tengah. 

BAB II 

PEMBENfUKAN 

Puall 

Dengan Peraturan Daeflh ini dibentuk "Dinas Pertambanpn Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah". "' 

BABIII 

KEOl/DlJKAN. TUGAS POKOK DAN f\JNGSI 

Pasal l 

( I) Dinas Penambangan adalah unsur p,elaksana Pcmerintah Daerah yang dibentuk 
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berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penambangan 

kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah.

(2) Dinas Perlambangan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan urusan pertambangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Da­

erah dan tugas pembantuan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan 

Daerah ini. Dinas Pertambangan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan penelitian, pemetaan wilayah pertambangan, 

dan penginventarisasian perusahaan/usaha pertambangan;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pemantauan usaha pertambangan;

d. Penanganan administrasi perijinan. dan penetapan iuran usaha pertambangan;

e. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku:

f. Pengurusan tata usaha Dinas Pertambangan.

BAB rv

ORGANISASI
i»

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Penambangan adalah sebagai berikut:
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berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerinrahan di bidang pertambangan 
kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah. 

( 2) Dinas Penambangan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubemur Kepala Daerah. 

Pasal 4 

Dinas Penambangan mempun~11i tugas pokok : 

a. Melaksanakan urusan pertambangan yang telah discrahkan kepada Pemerintah Da­
erah dan UJ8as pembantuan; 

b. Mt'laksanakan tugas-tups Jain yang diberikan oleh Gubemur Kepala Daerah. 

Pasal S 

l:ntuk ffi.!nyelenuarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan 
Daerah ini. Dinas Pertambangan mempunyai fungsi : 

a. Per..::ncanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pelali.sanaan kegiatan eksplorasi dan penelitian, pemetaan wilayah pertambangan. 
dan penginventarisasian p,?rusahaan/usaha penambangan; 

c. Pembinaan. pengawasan. dan pemantauan usaha pertambangan; 

d. Pem1nganan administrasi perijinan. dan penetapan iutan usaha pertambangan; 

e. Pelaksana.an sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang­
undangan rang berlaku: 

f Pengurusan tata usaha Dinas Penambangan. 
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BAB IV 

ORGANISASI 

Blpan Perta• 

SUSIIIWI Orpnlsasi 

Pasal6 

Susunan Orpnisasi Dinas Pcnambanpn adalah sebagai berikut: 
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a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha:

c. Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pembangunan:

d. Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan;

e. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pa­

sal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, me­

nyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta menyusun rancangan peraturan 

perundang-undangan. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

rumah tangga, perjalanan dinas, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah 

ini. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Penyiapan rancangan peraturan, keputusan, instruksi, dan menghimpun peraturan 

perundang-undangan di bidang pertambangan;

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, ekspedisi, 

urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan, perjalanan dinas, hubungan 

masyarakat dan protokol;
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a. Kepala Dinas; 

b. Bagian Tata Usaha: 

c. Sub Dinas Pcna1aan Wilayah Konscrvasi Pcmbangunan: 

d. Sub Dinas Bina Pcngusahaan Pcrtambangan; 

e. Sub Dinas Pcngawasan Penambangan. 

Bacian Kedua 

Kepala Dinu 

Pasal 7 

Kcpala Dinas mempunyai tugas pokok dan funpi sebagaimana dimaksud Pa­
sal 4 dan 5 Peraluran Dacrah ini. 

Bagian Ketip 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan sura1 menyurat. me­
nyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta menyusun ranc.mgan peraturan 
perundang-undangan. melaksanakan pengelolaan kepegawaian. keuangan. perlengkapan, 
rumah tangga. perjalanan dinas, pengumpulan data dan penyusun.in laporan. 

Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman<1 dimal..sud Pas.ii 8 Per,uuran Daeran 
ini. Bagian Tata Usaha mempun~,1i fungsi : 

a. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan: 

c. Penyiapan rancangan peratur,rn. 1,..;:putusan. instruksi. dan menghimpun peraturan 
perundang-undangan di bidang pertambangan: 

d. Pelaksanaan urusan surat men)urat. kearsipan. dokumentasi. penggandaan. ekspedisi. 
urusan rumah tanr,ga. perlengkapan din perawatan. perjalanan dinas. hubungan 
masyarakal dan pmtokol: 
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e. Penyiapan rencana program ketatalaksanaan serta penyusunan laporan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Hukum;

d. Sub Bagian Umum.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ba­
gian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawai­

an.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasd 13

Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan, keputu- 

san, instruksi dan menghimpun Peraturan perundang-undangan serta menyelesaikan masa- 

hh-masalah hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas Pertambangan.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ke­

arsipan. ekspedisi, dokumentasi, penggandaan, rumah tangga, ketatalaksanaan, perleng­
kapan dan perawatan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, dan protokol.

Bagian Keempat

Snb Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan.
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' 
e. Penyiapan rcncana prognim ketatalaksanaan sena pen)usunan laPoran; 

f. Pdaksanaan tups-tugas lain yang diberikan oleh Kcpa]a Dinas Penambanpn. 

Pasal 10 

(I) Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a. Sub Bagian Kcpe@awaian; 

b. Sub Bagian Keuangan: 

c. Sub Basian Hulwm; 

d. Sub Bagian Umum. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala. yang btrada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepala Ba­
gian Tata Usaha. 

Pasal 11 

Sub Bagian Kepepwaian ~empunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawai• 
an. 

Paul 12 

Sub Bagian Kcuangan mempunyai tups melaksanakan pengelolaan buangan. 

Pnal 13 

Sub Bagian Hulwm mempunyai tups menyiaptan rancangan peratur.an. kcputu• 
an, instruksi dan mcnghimpun PenlW'lll llflUndang-undangan scna men)-elesaikan masa­
llh-masalah huL-um ~-ang berkaitan denpn tups-tups Dina$ Pertambangan. 

PnalJ.t 

Sub Bagian Umum mempun~'li nigas melaksanabn urusan surat menyurat. kc­
ampan. ekspedisi. dokumencasi. pengandaan. rumah aanaa. ketatalaksanaan. perleng­
kapan dan perawacan. pcrjalanan dinas. hubungan masyanalat. dan protokol. 

Bqlla ...... 

Sah Dlnas Pwtau WU.,. Koaten'ul Ptrt-n+,npn-
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Pisal 15
*

Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Penambangan mempunyai tugas meneliti 
dan mengkaji wilayah Perlambangan, menyajikan informasi lingkungan, menganalisa eva­

luasi lingkungan terhadap w ilayah penambangan serta memberikan bimbingan, reklamasi 

dan revegetasi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 15. Sub Dinas Penataan Wilayah 

Konservasi Penambangan mempunyai fungsi:

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya :
b. menyelenggarakan pengumpulan data geologi, geografi dan keadaan endapan bahan 

galian golongan C dari berbagai sumber untuk seluruh Daerah ;

c. membuat rencana program survey bahan galian golongan C pada Daerah-daerah yang 

masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh :

d. menyusun dan mengolah bahan pertimbangan untuk penetapan zone tata guna per­
tambangan bahan galian golongan C :

e. menetapkan persyaratan khusus mengenai teknik penambangan dan pengelolaan ling­
kungan untuk Daerah penambangan bahan galian golongan C tertentu :

f. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penang­

gulangan dampak negatif;
g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas:
h. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten­

tang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang lugas­

nya.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan terdiri dari :

a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian ;
b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan ;

c. Seksi Penanggulangan Lingkungan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub 

Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan.

Pasal 18

Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian mempunyai tugas :
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Paw IS 

Sub Dinas Pena1aan Wilayah Konservasi Penambangan mempunyai tu[!as meneliti 

dan mengka.ii wilarah Perlambangan. menrajikan informasi linttkungan. menganalisa eva­

luasi lingkungan terhadap III ilarah renambangan sena mernberikan bimbinJan. ~eklam:1si 
dan reveget.asi. 

Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tugas iersebut pasal 15. Sub Dinas Penataan Wilayah 
Konservasi Penambangan mempunyai fungsi : 
a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya : 
b. menyelenggarakan pengumpulan data geologi. geografi dan keadaan endapan bahan 

galian golongan C dari berbagai sumber untuk seluruh Daerah ; 
c. membuat rencana program surver bahan galian golongan C pada Daerah-daerah yang 

masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh : 
d. menyusun dan mengolah bahan penimban11,an untuk penetapan zone tat.I guna per­

t.ambangan bahan galian golongan C : 
e. menetapkan persyara1an khusus mengenai teknik penambangan dan pen~clolaan ling­

kungan untuk Dacrah penambangan bahan galian golongan C 1er1entu : 
f. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pcnang­

gulani;.an damp:,~ n~ga:if; 
g. melaksanakan 1ugas-1ugas yang diberikan oleh Kepala Dinas : 
h. memberikan saran-saran dan penimban{lan-penimbangan kepada KepaLa Dinas ten-

1ang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tui;as• 

nra. 

Pasal 17 

(I) Sub Dinas Penalaan Wilayah Konservasi Penambangan terdiri dari : 

a. Seksi Ioventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian : 
b. Seksi Penyiapan Wilarah PertaAlbangan; 
c. Seksi PenanS{lulangan Lingkungan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub 
· Dinas Penat.aan Wilayah Konse11·asi Penambangan. 

PasaJ 18 

Seksi lnventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian mcmpun)'ai tugas: 
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a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan da­

lam bidang tugasnya.
b. memplotkan. menggambarkan, menyusun bahan galian golongan C dari bahan-bahan 

yang terkumpul dan hasil survey yang dilakukan serta membuat perkiraan potensinya 

untuk seluruh Daerah.
c. melaksanakan survey bahan galian golongan C untuk daerah-daerah yang ditetapkan.

d. mengumpulkan peta-peta endapan bahan galian golongan C yang disampaikan oleh 

pemegang SPD. mengevaluasi dan memplotkannya pada peta,
e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayahdan 

Konservasi Penambangan.
f memberikan saran-saran dan penimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin­

dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Penyiapan wilayah Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan dalam 

bidang tugasnya:
b. mengumpulkan, mempelajari dan menyimpulkan data yang diperlukan dalam rangka 

zone tata guna pertambangan bahan galian golongan C:
c. mengadakan pengumpulan data wilayah dalam rangka pemberian penimbangan da­

lam proses pemberian SIPD.
d. mengadakan peninjauan lapangan untuk mendapatkan fatwa teknis dalam rangka pem­

berian SIPD apabila diperlukan:

e. menyusun persyaratan khusus mengenai teknik penambangan. RKL dan PRL yang 

harus dilaksanakan oleh oeneusaha untuk Daerah oenambanean tertentu:
f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah

dan Konservasi Penambangan: .

g. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin­

dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Penanggulangan Jingkungan mempunyai lugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan dalam
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a. ~mbantu Kepala Sub Oinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan da­
lam bidan, tugasn)'l. 

b. memplotkan. menggambarkan. menyusun bahan galian golongan Cd~ bahan-bahan 
)'Ing terkumpul dan hasil sun·ey yane dilakukan scna menibua1 perk.iraan potensinya 
untuk seluruh Daerah. 

c. melaL:sanal.an sun·ey bahan galian golonpn C un1ut daerah-daerah }'In& ditetapkan. 
d. mengumpulkan pe!Jl-peta endapan bahan plian golongan C yang disampaikan oleh 

pemegang SPD. menge,·aluas1 dan mempkub.Mya peda peta, 

e. melaL:sanatan tuga~tugas yang dibcrikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayahdan 
Konsel'\'asi Penambanpn. 

f. memberik.an saran-saran dan penimbanpn-penimbangan tepada KepaJa Sub Dinas 
Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan lentang langkah•langkah dan tin­
dakan-lindatan yang per:u diambil dalam bidang 1ugasnya. 

Pasal 19 

Seksi Pm~iapan wilayah Pcrlambangnn mempunyai tugas: 

a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wllayah dan Konscrvasi Penambangan dalam 
bidang IUl,&STI~'I: 

b. men1umpulkan. memrelajari dan me11rimpulkan data }'801! diperlukan dalam rangka 
zone 1ara ,una penambangan bahan plian golonpn C; 

c. mengadakan pen~umrulan daia wilayah dalam ranpa pemberian penimbangan da• 
lam pro~s pembcrian SIPD. 

d. meniadal.an penin.i.swin lapant:an umul. mendapatkan fa1wa tekni~ dalam rangka pem­
bfflan SIPD apabil.i dir,erlul.an: 

t. menyusun persyaratan khusus menrenai 1eknil. penambangan. RKL dan PRL yang 
harus dilaksanabn oleh oeneusa~ untul. Daerah i,enambanun tenentu: 

f. melaksanakan tugas-1ugas yang diberibn oleh Kepala Sub Oinas Penataan Wilayah 
clan Konsel'\'asi Penambanpn; _ 

g. memberikan saran-saran dan penimbangan-penimbanpn kepada Kepala Sub Dinas 
Penalaan Wilayah dan Konsel'\·asi Pertambangan ltlllang langkah-lanikah dan tin­
dakan•lindakan yang perlu diambiJ dalam bidana tupsn)'ll. 

,... 20 

Seksi Penanggulanpn,Ji11ikunpn mempun)·ai lugas : 

•· membantu Kepala Sub Dinas Penaiaan Wila)'ah dan Konsen,asi Penambangan dalam 
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bidang tugasnya:
b. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pengusaha dalam rangka pengelolaan 

lingkungan usaha penambangan bahan galian golongan C;

c. mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran-saran teknis pelaksanaan rekla­
masi. revegetasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan bahan galian golongan C;

d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah 

dan Konservasi Pertambangan;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin­

dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagiaa Kdima
Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan

Pasal 21

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas menangani proses 

pemberian (jin usaha pertambangan, mengajukan saran pertimbangan penetapan besarnya 

iuran usaha pertambangan, melaksanakan kegiatan eksplorasi, penelitian dan pemetaan 

pembinaan, pengawasan tehnis, pemantauan usaha pertambangan, melakukan penyuluh 

an dan bimbingan tehnis, dan pengadaan sarana lapangan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Sub Dinas Pengusahaa 

Penambangan mempunyai fungsi:

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
b. meneliti dan memproses permohonan SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan-pertimbang­
an dari pihak yang berwenang serta menyimpulkannya dalam rangka pemberian 

SIPD ;

d. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap 

dan iuran produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha, menghitungnya serta menga-
. jukan surat perintah pembayaran (SPP) untuk ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah 

dari Pengusaha.

e. menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan (bulanan 

triwulan dan tahunan) serta laporan produksi dari pemegang SIPD;
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bidang tupsnya: 
b. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pengusaha dalam rangka pengclo!aan 

lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C; 
c. mengatur dan membantu dalam hal pemberian sanuHaran teknis pelaksanaan rekla­

masi. revegetasi atau pemanfaatan lahan betas penambangan bahan galian golongan C; 
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wila)-ah 

dan Kopservasi Penambanpn; 
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-penimbangan kepada kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Patambangan tcntang Jang.kah-langkah dan tin­
dakan-tindakan ~-ang pcrlu diambil dalam bidang tugasnya. 

BagluKelima 
Sub Dinas BIBI Peapsoun Pertambangan 

Pasal 21 

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mcmpunyai tugas menangani proses 
pemberian ijin usaha pertambangan, menpjukan saran pertimbangan penetapan bcsamya 
iuran usaha pertambangan. melaksanakan l:cgjatan eksplorasi. penelitian dan pemetaan 
pembinaan. pengawasan tehnis, pemanlauan usaha pertambangan. melakutan penyuluh 
an ·dan bimbingan tehnis, dan peogadaan sarana lapangan. 

Paal 22 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21. Sub Dinas Pengusahaa 
Penambangan mempunyai rungsi : 
a. membanlu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. 
b. meneliti dan memproses permohonan SIPI> sesuai dcnpn kctentuan yang bcrlaku; 
c. mengusahakan. mengumpulkan dan mengkooroinasi.kan pertimbangan-penimbang­

an dari pihak yang berwenang sena menyimpulkannya dalam rangka pembcrian 
SIPD; 

d mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besamya iuran pertambangan (iuran tetap 
dan iuran produksi) )-ang harus dibayar oleh pengusaha, menghitungnya sena menga­
jukan surat perintah pembayaran (SPP) untul: ditarit oleh Dinas Pendapatan Daerah 
dari Pengusaha. 

e. menerima. mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan l:caiatan (bulanan 
triwulan dan t.ahunan) sena laporan produksi dari pemegang SIPD: 
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f. membuai dan memelihara dahar pemberian SI PD dan statistik data pengusahaan 

seperti produksi, pemasaran, iuran pertambangan, tenaga kerja, data efek dan peman­

faatan lahan;

g. memberikan bimbingan pengusahaan seperti pengelolaan (Management) usaha, pem­

buatan dan penyampaian laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja, 

masalah ganti rugi lahan dan lain-lain;

h. melaksanakan lugas-lugas \ane diberikan oleh Kepala Dinas;
i memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten­

tang langkah-langkah dan lindakan-iindakan yang perlu diambil dalam bidang lugas­

nya.

Pasal 23

11) Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan;

b. Seksi Pelaporan dan Data Statistik ;

c. Seksi Bimbingan Pengusahaan.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pe­

ngusahaan Pertambangan

Pasal 24

Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan mempunyai tugas ;

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan l’eria'nibane.in dalam bidang tugas­

nya;
b. menerima, mencatat dan meneliti persyaratan permohonan SIPD sesuai dengan ke­

tentuan yang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya atau dikembalikan kepada 

pemohon untuk dilengkapi;

c. meneliti wilayah SIPD yang dimohon berikut penjelasan batas-batasnya serta mengum­
pulkan dan mempeiaiarai aala mengenai wilayah yang dimohon tersebut :

d. mentbua* -urai-sura t permohonan penimbangan (rekomendasii dari pihak-pihak yang 

berwenang dalam rangka pemrosesan permohonan SIPD;

e. menghitung luas **ilavah SIPD untuk menetapkan iuran tetap dan menghitung be­

sarnya jumlah produksi secara periodik untuk menghitung besarnya iuran produksi 

(Iuran eksplorasi atau eksploitasi) baik berdasarkan taksiran maupun berdasarkan 

laporan pemegang SIPD:
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f. membuat clan memelihara dartar pemherian SIPD dan siatistik data pengusahaan 
~peni produksi. pemasaran. iur.in penambangan. tenaga kerja. data efek dan peman­
faatan lahan; 

g. memberikan bimbingan pengusahaan sepeni pengelolaan (Management) usaha. pem• 
buatan dan pen~·ampaian laporan kegiatan. laporan produksi. penanganan tenaga kcrja. 
masalah ganti rugi lahan clan lain-lain; 

h. melaksanakan tugas-tug.as ~ang diberikan oleh Kepala Dinas: 
memberikan saran-saran dan penimbangan-pertimbangan kepada Kcpala Dinas ten• 
1ang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bid.mg tug.as­
nya. 

Pasal 23 

m Sub Dinas Bina Pengusahaan Penambangan terdiri dari : 
'I. Scksi Penyiapan Perizinan dan luran Penambangan: 
b. Seksi Pelaporan dan Data Statistik : 
c. Seksi Bimbingan Pcngusahaan. 

C2"l Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini dipimpin oleh seomng Kepala. 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pe­
ngusahaan Pertamt,angan 

Pasal 24 

Seksi Penyiapan Perizinan dan Juran Penambangan mempunyai tugas; 
a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 1'er11imh.i11!!:in dalam bidang tugas­

nya; 
b. menerima. menc.:itat dan meneliti pers~·aratan pcrmohonan SIPD sesuai dengan ke• 

tentuan y~ng berlaku untuk diteruskan pemrosesannya .atau dikemhalikan kepada 
pemohon uhtuk dileng.kapi: 

c. meneliti wilayah SIPD rang dimohon herikut pen_ielasan haws-batasnya serta meni;um­
pulkan dan mempeiujarai oat.a mengenai wilayah ya~ d1mohon tcrsebut : 

d. membu;r ,:1rJ1-sura1 permohonan pcnimban{lan (reKomcndasi)·dari pihak-pihak yang 
berwena,,,. Jalam rangka pemrosesan pcrmohonan SIPD: 

e. menghitung luas Ytiluyah SIPD untuk menecapkan iur,m map dan meng.hitung. be· 
samya jumlah produksi sccara periodik untuk menghitung besam~·a iur.m produksi 
llurdn eksplordsi atau eksploiLasi) baik berdasarkan 1.aksiran maupun berdasarkan 
laroran pemegang SIPD : 
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f. membuai daftar SIPD yang telah dikeluarkan secara periodik dan memplotkannya 

dalam peta ;
g. melaksanakan lugas-lugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 

Pertambangan ;
h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengu­

sahaan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di­

ambil dalam bidang lugasnya.

Pasal 25

Seksi Pelaporan dan Data Statistik mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugas­

nya ;
b. menerima, mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulan. triwulan dan ta­

hunan) pemegang SIPD sebagai bahan untuk mengevaluasi kegiatan dan peningkatan 

SIPD serta laporan produksi sebagai bahan untuk menghitung iuran produksi;
c. membuat dan memelihara statistik dalam bentuk daftar, grafik dan diagram mengenai 

SIPD yang telah dikenakan, luas wilayah, produksi, pemasaran, iuran pertambangan 

dan tenaga kerja yang terserap;
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 

Pertambangan;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Bina Pengusahaan Penambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan 

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Bimbingan Pengusahaan mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Perlambangan dalam bidang tugas­

nya;
b. melaksanakan bimbingan pengusahaan, rencana pengembangan usaha, eksplorasi dan 

teknik penambangan seria peralatan dan bahan-bahan penunjang yang dipakai:

c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengusahaan dalam bidang pengelolaan 

usaha, laporan kegiatan dan produksi serta masalah ganti rugi lahan;
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 

Pertambangan;
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r. membuat daftar SIPD )'ang telah dikeluarl.an secara periodik dan memplotkannra 
dalam pela; 

g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 
Penambangan ; 

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengu­
sahaan Penambangan telllang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu d,­
ambil dalam bidang tugasnya. 

Pasal 25 

Seksi Pelaporan dan Data Statistik mempunyai tugas : 

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugas­
nya: 

b. menerima. mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulan. triwulan dan 1:1-

hunan l pe.megang SIPD sehagai bahan untuk mengevaluasi kegiaw.n dan pcning.kJwn 
SlPD serta lapomn produlr~i sebagai bahan untuk menghitung iuran produksi: 

c. membuat dan memclihara statistik dalam bentuk daflar. g"ralik dan diagram mengena1 
SIPD yang tclah dikenakan. luas wilarah. produksi. pemasaran. iur,m pertambani;;in 
dan tenaga kerja yang terserap; 

d. melak.sanakan tugas-tugas rang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 
Penambangan: 

e. memberikan saran-saran dan penimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 
Bina Pengusahaan Pertambangan tentang \angkah-langkah dan tindakan-tindalan 
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

Pasal 26 

Seksi Bimhingan Pengusahaan mempunyai tugas : 

a. membantu Kepala Sub 'Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tu~s­
n~·a: 

h. mclaksanakan bimbinr.an pen~ui.ahaan. rencana peng.cmban!,!:in usah,t. eksplor:1~1 c.L.tn 
tcknik penambanll,an sert.a peralat.an dan bahan-bahan penunjang yang dipakai:· 

c. mc\aksanakan bimbing.an dan pembinaan pengusahaan dalam bidang pengelolaan 
usaha. laporan kegiatan dan produksi sena masalah ganti rugi lahan: 

d. mclaksanakan iugas-tugas yang. diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusaha:in 
Pcrtambangan: 
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e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Bina Pengusahaan Penambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan 

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Bagian Keenam 

Sub Dinas Pengawasan Pertambangan 

Pasal 27

Sub Dinas Pengawasan Perlambangan mempunyai lugas melaksanakan pengawas­
an pengusahaan, teknik penambangan, memberikan rekomendasi pembelian bahan pele­
dak dan melakukan pengamalan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja seria 
mengamati dampak lingkungan pertambangan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas lersebut pada pasal 27. Sub Dinas Pengawasan 
Penambangan mempunyai fungsi :

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b. melakukan pengawasan pengusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan dampak 

lingkungan usaha perlambangan bahan galian golongan C:
c. melaksanakan pengesahan Kepala Teknik dan/atau Wakil Kepala lekmk Pcrtarn- 

hangan serta pengesahan Buku Tambahan;
d memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin penimbunan, pengang­

kutan dan tempat penimbunan ke tempai pemakaian dan pemakaian bahan peledak;
u memberikan izin pemakaian alai-alat berat dan peralatan yang rawan terhadap ke- 

ledukan;
f mempelajari Andal/Pil aiau Sel/PeL RKL dan RPL dalam rangka penerapan di la­

pangan;
g. Kepala Sub Dinas berfungsi sebagai Deputi Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah;
h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
i memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten­

tang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas­
nya.

Pasal 29

(I) Sub Dinas Pengawasan Pertambangan terdiri dan :
a. Seksi Pengawasan Pengusahaan;

160

12 

e. memberik.an saran-saran dan pcnimbangan-pcnimbanpn kepada Kepala Sub Dinas 
Bina Pengusahaan Penambang.an lentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan 
yang perlu d1ambil dalam bidang tugasnra: 

Bagian Keenam 
Sub Dinas Penga"·asan Pertambangan 

Pa~aJ 27 

Sub Dmas Peng.awasan Pertambang.an mempunyai tugas mclaksanakan pengawas­
an rcngusJhaan. 1eknik penambangan. memberikan rekomendi.isi pembelian bahan pele­
ckk di.in mehikul...an pengamatan dan pemeriksaan 1erhadap kondbi lingkungan ke~ia scn.i 
mcngamati dampak lingkungan penambangan. 

Pasal 28 

L1ntuk men~ ekngg.arakan tug.as tersebu1 pada pasal 27. Sub Din.i~ Peng;.iwasan 
Pen.ambang.in mempunyai fungsi : 
a. membantu Kepala Dinas dalam bidang lugasnya; 
b. mclakuk,m pcnp\\J~an pengusahaan. kesehatan dan keselamatan kcqa ct.in d.impak 

l111i;kungan usah_,_ perwmbani;an bahan galian golongan C 
c m~lal.:~anal.:an pengeScihan Kepala T eknik dan/atau Wakil Kepal.i 1 ekrnk Perwm­

hang,rn ,erw. pcnfc~ahan Buku Tambahan: 
d mt'mberikan rekomenda~1 pembelian bahan peledak dan izin pcmmbunan. rcngang­

kutan dan 1cmp.1t penimbunan l.e tempal pemakaian dan pem<1ka1an bahan pcledal-.: 
~- m~mberikan 1zm pcmakaian ala1-ala1 berat dan peralatan yang rawan u:rhadap ke­

Jed;ikan: 
L mempclaJari Andal/Pil atau Sel/Pel. RKL dan RPL dalam rangka penerapan di la• 

panipin; 
g. Kepala Sub Dmas berfungsi sebag.ai Deputi Kepala lnspeksi Penambangan Daerah; 
h. melaksanakan tug.as-tugas ~.mg diberikan oleh Kepala Dinas; 
1 memberikan saran-sar,tn dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas 1en• 

umi; lungl.ah-lan!,!kah dan tindakan-tindakan yang rcrlu diambil dalam bidang 1ugas­
ny11. 

PasaJ 29 

11 I Sub Dina\ Pcnga\\a.,an Peruiruhangan 1erdin dan: 
a. Scksi Pengaw~an Pengusahaan; 
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b. SeksiTauicara/Teknik Penambangan;
c. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Keija Pertambangan;

d. Seksi Dampak Lingkungan Pertambangan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub 

Dinas Pengawasan Pertambangan.

Pasal 30

Seksi Pengawasan Pengusahaan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang lugasnya;

b. melakukan pengamalan dan pemeriksaan di lapangan terhadap perizinan, tingkat ke­

giatan yang dilakukan, wilayah usaha pertambangan;

c. melakukan pengamatan di lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan, polcnsi/pros- 

pek wilayah usaha pertambangan yang diusahakan, laporan kegiatan dan laporan pro­

duksi yang disampaikan;
d. melaksanakan penelitian dan pengevaluasian peta kegiatan pertambangan, peta dasar 

perlambangan dan peta kemajuan penambangan;

e. melakukan penertiban terhadap Usaha perlambangan (non SIPD);
f Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Perlambangan Daerah;

g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan;
h. memberikan saran-sararr dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil dalam bidang lugasnya.

Pasal 31

Seksi Tatacara/Tehnik Penambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya;

b. melakukan pengesahan terhadap rencana penambangan dan pelaksanaannya di lapa­

ngan termasuk pengolahan bahan galian demi terciptanya kondisi lingkungan keija 

yang aman/sehat serta pengrusakan dan pencemaran lingkungan seminimal mungkin:
c, melakukan pengamalan penambangan dalam rangka pemanfaatan bahan galian se­

cara maksimal, seefisien dan sebaik mungkin:

d, mengumpulkan data untuk menghitung efisiensi pemakaian peralatan dan bahan pe­

nunjang pertambangan;
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b. SelsiTatacara/Tcl.nik Penaml>ang;.m: 
c. Sc:Lsi Keschawn d.an Keselamatan Kerja Penambanpn: 
d. Seksi Damral,. lingl.:.ungan Penambanttan. 

12) Scksi-seksi sebagaim.1na dimaksul'I a)-at ( 11 pas.al ini masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala. yang berada dibawah dan benanggunl!! jawab kepada Kepala Sub 
Dinas Pengawa.~n Pertambangan. 

Paul 30 

Seksi Penpwasan Pengusahaan mempunyai tugas : 

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pcngusahaan dalam bidang 1ugasnra: 
b. melakukan pengamatan dan pemeriksaan di lapangan terhadap perizinan. tingkat ke­

giatan yang dilakukan. wilayah usaha penambangan: 
c. melakukan pengamalan di lapangan terhadap kegial.an yang dilakukan. potcnsi/pros­

pek wilayah usaha pcnambangan yang diusahak.an. Japoran kegiatan dan lapor.in pro­
duksi yang disampaikan: 

d. melak.sanakan penelitian dan pi:nge\'aluasian pet.a k~iatan perwmbangan. peta dasar 
pcnambangan dan peta kemaJ1.1o!n penambangan: 

e. melakukan peneniban 1crhadap \Jsaha penambangan (non SIPD): 
[ Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana lnspeksi Perwmbangan Daerah: 
~- melaksanakan tugas-1ugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan: 
h. memberik.an samn-sararr dan penimbangan-penimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan rang perlu 
diambil dalam bidang tu@aSnya. 

PasaJ 31 

Seksi Tatacar'd!Tehnik Penambangan mempunyai tugas: 

a. membantu Kcpala Sub 'Dinas Pengawasan Pcngusahaan dalam bidang tugasnya; 
b. melakukan pengesahan terhadap rencana penambanpn dan pelaksanaannya di lapa­

ngan temiasuk pengolahan bahan [!31ian demi terciptanya kondisi lingkungan kerja 
~·ang aman/sehat sen a pengrusakan dan pencemaran lingkungan ·seminimal mungldn: 

c. ·melakukan pengamatan penambangan dalam rangka pemanfaatan bahan plian sc­
cara maksimal. secfisicn dan sebaik mun!!kin: 

d. mengumpulkan data untuk menghitung efisiensi pemakaian perulatan dan bahan pe­
nunjang pertambanpn: 
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e. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Penambangan Daerah;
f. melaksanakan lugas-lugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan;
g memberikan saran-saran dan pertimbangan-penimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan leniang langkah-langkah dan lindakan-iindakan yang perlu 

diambil dalam bidang lugasnya.

Pasal 32

Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya;

b. melakukan pengamalan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan keija yang dapat 

menimbulkan kecelakaan oleh fakior mekanik (keselamatan keria);

c. melakukan pengamalan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat 

menimbulkan terganggunya kesehatan bahkan kecelakaan fatal oleh faktor pencemar­

an lingkungan kerja baik kimia, hsik maupun biologis (keselamatan keija).

d. pengamatan kondisi lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan menimbulkan kegai­
rahan keija (Hygiene perusahaan);

e. mengumpulkan bahan-bahan dan membuat statistik kecelakaan secara periodik;
f. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan bahan peledak dan bahan bakar cair 

berbahaya ;

g Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah;

h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengu 

sahaan;

L memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan leniang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya ;

b. meneliti dan mempelajari RKL dan RPL sebagai bahan untuk melakukan pemantauan 

di lapangan;

c. melakukan pendataan dampak usaha pertambangan termasuk pengolahan bahan ga­
lian yang tidak terdapat atau menyimpang dari RKL untuk dapat diberi saran-saran 

pengembangan dampak positif dan penekanan dampak negatif seminimal mungkin;
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1:. vpala Seksi berfungsi scb..ar.ai riclaksana lnspeksi Pei1ambangan Daer.ah; 
[ melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pcngawasan Pe­

ngusahaan: 
g. memberikan saran-saran dan penimbangan-penimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan }'ang perlu 
diambil dalam bidang tugasnya. 

Pasal 32 

Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan mempunyai tugas : 
a. membantu Kepala Sub Dinas Pen'!.awasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya; 
b. melakukan pengamatan dan pemenksaan terhadap kondisi lingkungan kerjayangdapat 

menimbulkan kecelaban oleh faktor mekanik (keselamatan kerja); 
c. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerjayangdapat 

menimbulkan terganggunya keschatan bahkan kecelakaan fatal oleh faktor pencemar• 
an lingkungan kerja baik kimm. fo,1k maupun biologis (kcselamatan kerja). 

d. pengamatan kondisi lingkungan kerja yang sehat. nyaman dan menimbulkan kegai­
rahan kerja (H)·giene perusahaan ); 

e. mengumpulkan bahan-bahan dan membuat statislik kecelakaan secara periodik; 
f. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan bahan peledak dan bahan bakar cair 

berbahara: 
g. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana lnspeksi Penambangan Daerah; 
h. melaksanakan tugas-tugas rang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengu 

sahaan: • 
i memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawa,;an Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindabn yang perlu 
diambil dalam bidang tugasnya. 

Passi 33 

Seksi Pcngawasan Dampak Lingkungan Pertambangan mempunyai rugas: 

a membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan daJam bidang tugasnya ; 
b. meneliti dan mempelajari RKL dan RPL sebagai bahan untuk melakukan pemantauan 

di lapangan: 
c. melakukan pendataan dampak usaha pertambanpn termasuk pengolahan bahan p­

lian yang tidak terdapat a!Jlu menyimpang dari RKL untuk dapat diberi ~ 
pengembangan dampak positif dan penekanan dampak neptif seminimal ~ 
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d. mengamati pelaksanaan reklamasi, revegetasi atau pemanfaatan kembali lahan bekas 

penambangan atau tempat penimbunan tailing pengolahan untuk dapat dilakukan 

pengembangan dan penekanan:
e. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah;

f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan.
c. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil dalam bidang lugasnya.

BA B V 

TATA KERJA 

Pasal 34

Kepala Dinas melaksanakan lugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 35 *

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas. Kepala Bagian Tata Usaha, para 

Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi'dan sinkronisasi secara vertikal dan horisonlal baik dalam ling 

kungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di 
Daerah seru dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 36

(0 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Penambangan bertang­

gung jawab.memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 

memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Seuap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petun­

juk. dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan la­

poran tepat pada waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen.vusunan laporan lebih lanjut serta untuk 

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
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d. menpmati pe\aksanaan rel,;.l;tmasi. re\'egetasi atau pcmanfaalan kembali lahan bek.as 
penambang.an at.au tempat ~nimbunan tailing. peng.olahan untuk dapat dilakukan 
pengembangan dan penckanan: 

e. Kepala Set..si berfung.,i s~hagai pclaks,ma Jn,r,eksi Pertamhangan Daerah: 
f. m~l.iks;1nal-:in tuga~·IU;,'.J~ ~;in~ c.lih\·rit..an ol~h Kcpala Sub D1nas Pcnga\\asan Pc• 

m:usah;.ian. 
g. ~emberii,;an s.iran-saran dan penimbangan-f}enimbani;an kepada Kepala Sub Dinas 

Pcn~:rn asan Pengusahaan temang lanil,;ah-lang.kah dan tindakan-tindal,;an ~·ang pertu 
d1ambil dalam bidang 1ugasny.i. 

BA 8 \' 
TATA KERJA 

Pasal 34 

Kepala Dinas melaksanali.an 1ugasnya berdasarkan kebijal.sanaan yan~ ditet.aplan 
oleh Gubemur Kepala Daer.th. 

Pasal 35 .. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas. Kepala Ba11-ian Tat.t Usaha. para 

Kepllla Sub Dinas. pam Kepala Sub Bagian dan para Kepala Scksi wajib menerapkan 
prinsir koordinasi. integrasi•dan sinkronisasi secara venil.al dan horisont.al baik dalam ling 
kungan masing-masing maupun antar saruan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di 
Daer.ih sena dengan lnsLansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

Pasal 36 

(]) Setiap Pimpinan Saluan Organisasi dalam lingkungan Dinas Penambangan bertang­
gung jawab .memimpin dan mengkoordinasii,;an bawahannya masing-masing dan 
memberikan sena pe1unjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas- bawahannya. 

(2J Seuap Pimpinan S:.ttu:m Organisasi wajih meng.ikuti clan mcmatuhi pctunjuk-rctun­
juk. dan benanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan la­
poran 1epa1 pada wak1unya. 

01 Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib 
diola', dan dipergumikan sebagai bahan penyusunan laporan lebih l:mjut scna untuk 
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. 
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Pasal 37

Kepala Bagian Tala Usaha dan para Kepala Sub Dinas pada Dinas Penambangan 

menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Dinas Bina Program 

menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 

disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

keija.

Pasall 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh 

Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing mengadakan rapal berkala.

Pasal 40

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KEPEGAWAIA N

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian se­

suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat 

yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diber­

hentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB vn

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 43
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PasaJ 37 

Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas pada Dinas Penambangan 
menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Dinas Bina Program 
menyusun laporan berkala Kepala Dinas. 

Pasal 38 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yangsecara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

Pasall 39 

Dalam melaksanakan tug.asnya setiap Pimpinan Saluan Organisasi dibantu oleh 
Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rar1gka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya masing-masing ·mengadakan rapal berkala. 

Pasal 40 

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yal'l! tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 41 

Jcnjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kcpcgawaian diatur kemudian se• 
suai dengan peraturan perundang•undangan yang berlaku. 

Pasal 42 

( l) Kepala Dinas diangkat dan .diberhentikan ole h Gu bemur Kepala Dae rah a tau Peja bat 
rang berwcnang sesuai dengan feraturan Pcrundang•undangan )'ang berlaku, 

(2) Kcpala Bagian Tata Usaha. Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangl.al dan diber• 
hentikan olch Gubemur Kepala Daerah atas usul Kepala Oinas. 
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjar.^ mengenai pe­

laksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang berten­

tangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 45

Peraturan Darah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Dinas Pertambangan” dan 

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur­

an Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 

1 Jawa Tengah.

Semarang. 28 April 1988.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I.Jawa Tengah 

Ketua.
ttd.

Ir. Soekorahaijo

Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah 

ttd.

Ismail

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya, 

tanggal I Agustus 1988 Nomor: 31

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor: 6 tanggal. 31 Oktober 1988

Seri : D Nomor: 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

Dm. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010.014.956

Pembantu G u b. Jateng untuk Wil Semarang
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Hal-hal rang belum diatur dalam Pera1ur-,m Oacrah ini. sepanjaL,'. nwn~cnai pc­
lal.sanaannya akan diatur oleh Gubcmur Kcpala D.aerah. 

BAB \11] 
KETE1''1\JAN PENl7UP 

Pual 44 

Dengan berlakunya Pera1uran Daerah ini maka scmua ketentuan yang benen­
la11J8n dengan Peraturan Dacrah ini din)-atakan ticlak berlaku la~i 

hYI 45 

Peraturan Dar.ih ini dapal disebut "Peraturan Daerah Dinas Pcnambangan" dan 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memcrintahkan pengundangan Pera&ur­
an Daerah ini _dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Oacrah Tingle.at 
I Jawa T cngah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi D:ierah Tingbt l)awa Tenph 

Ke&ua. 
ud. 

Ir. Soekonharjo 

Semarang. 28 April 1988. 

Gubernur Kepala Dacrah 
Tingkat I Jawa Tenph 

ttd. 

Ismail 

Disahkan oleh Menteri Dalam Ne~eri dcnpn Surat Kepurusannya. 
tang.al 1 Agustus 1988 Nomor: 31 
Di:1ndangkan dalam Lembaran D.1erah Propinsi Daerah Tingka1 I Ja\\'a Tengah 
Nomor: 6 tanggal. 31 Oktober 1988 
Seri : D Nomor : 6 

SEKRETARIS WILAYAH/DAER'\H TTNGK.AT I 
JA WA TENUA.H 

ttd. 

DI"'. WALOE\'O T JOKRODAR'\1A:",TO 
NIP. 010.0J4.95ti 

Pembantu Gub. Ja1eng umuk 'wil Semarang 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG
PEMBENTUKAN.ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No­

mor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Per­

lambangan kepada Daerah Tingkat I maka pengelolaan penambangan bahari galian go­

longan C diserahkan menjadi Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas Desentra­

lisasi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, maka oleh Menteri 

Dalam Negeri diberikan petunjuk dengan Suratnya tanggal 26 September 1986 Nomor 

540/3 545/PUOD yang berisi antara lain sebagai berikut :

1. Kesediaan Daerah untuk menerima urusan Pemerintah d' bidang pertambangan ke­
pada Daerah Tingkat I sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 TahOn 1986 

dinyalakan dalam suatu Keputusan yang dilanda tangani masing-masing oleh Guber­

nur Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Serah terima secara nyata dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama 

Pemerintah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dihadapan Sidang Pari­

purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

3. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyerahan tersebut. Daerah dapat membentuk 

Dinas Daerah sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah.

Oleh karena di Jawa Tengah cukup mempunyai potensi di bidang Penambangan, 

maka dalam rangka meningkatkan penertiban dan pengawasan atas usaha penambangan 

dan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah memandang perlu untuk dapat segera menerima urusan tersebut.

Mengingat lelah mendesaknya penanganan alas urusan dimaksud dan untuk me­

menuhi Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas khususnya pada butir 1. maka di­
terbitkan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 1 Mei 1987 

Nomor 03/PAR- l/DPRD/87-88 tentang Kesediaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang 

Pertambangan.
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PENJELASAN 
PERATI.JRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 
NOMOR : 9 TAHUN 1988 

=l"ENTANG 
PEl\fflENTUKAN.ORGANJSASI DAN TATAKERJA DINAS 

PERTAl\fflANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

I. PENJELASAN UMUM. 

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No­
mor 37 Tahun 1986 temang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Per­
tambangan kepada Daerah Tingkat I maka pengelolaan pel1.l.mbangan bahari galian go­
longan C discrahkan menjadi Urusan Pemerinlah Daer.i.h sesuai dengan asas Desentra­
lisasi. 

Seba.pi tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah terscbut. maka oleh Menleri 
Dalam !':egeri diberikan petunjuk dengan Suratnya 1anggal 26 September 1986 Nomor 
540/3545/PUOD rang herisi antara lain sebagai berikut : 
I. Ke~edia.an Daerah uniuk mcnerima urusan Pemcrinlah d: bid.mg pcriambangan kc­

paoa Daerdh Tmgka1 I scsu<1i dcnga.n Pera1uran Pemerir.tah ~omor 37 Tahon 1986 
din~-atakan dalam sualu Keputusan yang diianda iangani masing-masing oleh Guber• 
nur Kepala Daerah dan Kctua Dewan Perwakilan Rakyat Daerdh: 

2. Serah terima sccara nyata dilakukan oleh Mentcri Pertambangan dan Energiatas nama 
Pemeriniah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dihadapan Sidang Pari­
puma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I; 

3. Sebag.ai tindak lanjul atas pelaksanaan penyerahan lersebut. Daerah dapal membentuk 
Dinas Daerah sebagai aparat pclaksana Pemerintah Daerah. 

Oleh karena di Jawa Tcngah cukup mempunyai potensi di bidang Pertambangan, 
maka dalam rangka meningkatkan peneniban dan pengawasan atas usaha pertambangan 
dan sclaligus untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Propinsi Daerah Tingl,;at I Jawa 
T cnph memandani; pcrlu untuk dapal scgera menerima urusan terscbut. 

Mengingat tclah mcndc..al-nya penanganan aias urusan dimaksud dan untuk im­

menuhi Surat Mentcri Dalam Ncgcri terscbut di alas khususnya pada butir I. maka di­
tcrbitlan Keputusan DPRD Propinsi [}Jcrah Tinl!kal I Jawa Teng;.1h tangl!3,l I Mei 1987 
t-.umor o:;tPAR- I/DPRU/87-81; 1entan~ Kcs.ediaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jaw.& Tengah untuk menerima Penyerahan Scbagian Urusan Pcmerin1ahan di bidang 
Pertambanpn. 
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Kemudian pada tanggal 24 Nopember 1987 dihadapan Sidang Paripurna DPRD 

Propinsi Daerah Tmgkat 1 Jawa Tengah telah dilaksanakan serah terima secara nyata 

dari Menteri Penambangan dan Energi atas nama Pemerintah Pusat kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan alas urusan tersebut dan guna memenuhi 

Surat Menteri Dalam Negeri butir 3 tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Ting­

kat I Jawa Tengah memandang perlu segera membentuk Dinas sebagai unsur Pelaksana 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas dimaksud yang pengaturannya di­

tuangkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam 

Negeri tanggal 4 Nopember 1977 Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentu­

kan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah danSurat Menteri Dalam Negeri 

tanggal 1 Desember 1986 Nomor 061.1/11818/SJ perihal Pembentukan Dinas Pertam­

bangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 

Pasal 4 huruf a

Pasal 4 huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tugas lain di bidang pertambangan antara lain 

pelaksanaan pengurusan Air Bawah Tanah sebagai 

urusan pembantuan dari Departemen Pertamba­

ngan dan Energi
Pasal 5 huruf a dan b 

Pasal 5 huruf C
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan 

dan pemantauan usaha pertambangan termasuk 

didalamnya usaha pelestarian lingkungan hidup.
Pasal 5 huruf d, e dan f

Pasal 6 s/d 45
Oikup jelas. 

Cukup jelas.

O O------------
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Kemudian pada 1ans,.al 24 Nopembcr 1987 dihadapan Sidang P.c1ripuma DPRD 
Pn,pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah dilaksanakan serah terima scc.ar.1 R)1lta 

dari Men1eri Penambangan dan Energi atas nama Pemerintah Pusat kepada Oubcmur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan atas urusan tersebut dan guna memenuhi 
Surat Menteri Dalam Negeri butir 3 tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah ling­
kat I Jawa Tengah memandang perlu se&era membentuk Dinas sebagai unsur Pelaksana 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan tups-tugas dimaksud yang penpturannya di­
tuangk.an dalaln Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kcputusan Mcntcri Dalam 
Negcri tanr,gal 4 Nopember 1977 Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pcdoman Pembentu­
kan Susunan Organisasi dan Tat.a kerja Dinas Daerah danSural Menteri Oalam Nqeri 
tangal l Desember 1986 Nomor 061.l/Jl818/SJ perihal Pernbentukan Oinas Pertam­
bangan Daerah. 

II. PE!'i.lELASAN P.\SAL DEMI PASAL. 

Pasal l s/d 3 
PasaJ 4 hurufa 
Pasal 4 hurufb 

Pasal 5 huruf a dan b 
Pasal 5 huruf C 

Pasal 5 huruf d. e dan r 
Pm! 6 s/d 45 

Cukupjelas. 
Cukup jelas. 
Tugas lain di bidan, pertamban,an ar.tana lain 
pelaksanaan pengurusan Air Bawah Tanah scbapi 
urusan pembanlU8n dari Depanemcn 'Penamba­
npn dan Encrgi. 
C.ukup jeJas. 
Yang dimaksud dcngan pembinaan. penpwasan 
dan pemantauan usaha penambangan tennasuk 
didaJamnya usaha pelestarian lingkungan hidup. 
Cutup jelas. 

Cutup jelas. 

-----iO o---
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BAGAN ORGAMSASI «NAS PERTAMBANGAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

lumpiran : Peraturan Daerah Propinri 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal : 28 April 1988
Tahun : 3 Tahun 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Ketua.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

ud. ttd.

Ir. SOEKORAHARJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 - 8 -1988 

Nomer 31 Th. 1988
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UGAN ORGAIISASI DIUS PERI' AMIANGAN 
PROPINSI DAEAAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

l..ampiran : Pcmuran Dllenih Pmpina 
Dacrah lingbt I Jaw• Tmalh 
Tma•I : 28 April 1988 
Tahian : 3 Tatw.i 1918 

KEPALA DINA$ 

Sl80NAS 
PENATAAN WU.YMt 

ICONSERVASI PEATAMUIIGAN 

SUB 0 .. AS 
SJSA PENGUSAHMN 

PEATAlfBANGAN 

SEKSI 
PEL.APORNil DAN 
DATA STATlSTIK 

SEKSI 
BIIIBINGAN 

PENGUSAHAAN 

Dewan Perwwlan Rakyat Oaerah 
Plopinsi Drerah Tmgkat I Jawa Tengah 

KctUa. 

ud. 

Ir. SOEKORAHARJO 

SUBBAGIAN 
KEPEGAWAIAN 

SEKSI 
OAMPAK 

UNGKUNGAN 

SU8BAG1AN 
UMUM 

Qubernur Kepala Dacrah Tingkat I 

Jawa Te:ngah 

ltd. 

ISMAIL 

Disahkan oleh Menteri Da.lam Nqeri Tanggal 1 - 8. • 1988 

Nome.r 31 Th. t 988 
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